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NOTA PEMBIMBING







PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada

SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan No. 0543b/U/1987.

Translitrasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau

Kamus Besar

Bahasa

transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman

'1ur2éf Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta ¥ Te
& Sa S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha H ha (dengan titik di bawah
z Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta T te (dengan titik di bawah)




I—Aur;lgf Nama Huruf Latin Keterangan
35 Za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Koma terbalik (di atas)
g Gain G Ge
s Fa F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
B) Wau W We
> Ha H Ha
: Hamzah ‘ Apostrof
T Ya Y Ye
Vokal
Vokql tunggal Vokal rangkap Vokql panjang
l =a =3
j =i s =ai ¢!=1
l=u sl=au s=1
Ta Marbutah
1.  Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh :

iea 3l o ditulis mar’atun jamilah
2.  Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

ikl ditulis fatimah
Huruf Ganda (Syaddad atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

Vi



L)) ditulis rabbana
A ditulis al-birr
Kata Sandang “J"
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:
i) ditulis asy-syamsu
da ditulis ar-rojulu
ol ditulis as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah

dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:
all ditulis al-gamar
sl ditulis al-badi
BN ditulis al-jalal

Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah
itu ditransliterasikan dengan apostrof/’/.
contoh:
< ditulis umirtu

£t ditulis syai’un

vii
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Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum ayat 21)



ABSTRAK
Sofa, Nila, 2023, Perbandingan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan
Ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tentang Iddah Cerai Talak di
Luar Sidang Pengadilan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Dosen Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.1.

Iddah yaitu masa tunggu bagi perempuan setelah ditinggal suaminya, baik
ditinggal mati atau cerai hidup. Terdapat perbedaan penetapan masa iddah cerai
talak di luar sidang pengadilan antara hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan. Iddah cerai talak di luar sidang
pengadilan menurut hakim Pengadilan Agama Kajen merujuk pada pasal 115
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.
Sedangkan iddah cerai talak di luar sidang pengadilan menurut ulama Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan bersumber pada kitab fikih klasik yang menjadikan
nash-nash Al-Qur’an sebagai dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang
berkaitan dengan talak. Tujuan penelitian adalah menganalisis perbandingan
pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan dalam masalah iddah cerai talak di luar sidang pengadilan.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field
research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini
menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari ulama dan hakim dengan
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan
adalah buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan
dipilih dengan teknik dokumentasi. Sedangkan data dianalisis dengan teknik
pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menggunakan tiga macam perbandingan hukum yaitu;
pertama, perbandingan epistimologi bahwasanya hakim Pengadilan Agama Kajen
meletakkan penalaran burhani dengan melihat maslahah dan mudhorot yang akan
diterima. Sedangkan dalam pendapat ulama Kecamatan Kajen meletakkan
subjektivitas pendapat menurut hadist nabi yang menjelaskan tentang dimulainya
iddah cerai talak; kedua, perbandingan metodologi bahwasanya dimana pendapat
hakim Pengadilan Agama Kajen meletakkan sumber hukum materiil berupa
Undang-undang, kompilasi hukum Islam, dan yurisprudensi dalam
menyampaikan pendapatnya. Sedangkan pendapat ulama Kecamatan Kajen
meletakkan kitab-kitab figih untuk dijadikan sumber rujukan serta pendapat para
mujtahid dan ulama mazhab dalam menyampaikan pendapatnya tentang
dimulainya iddah cerai talak; ketiga, perbandingan subtantif bahwasanya talak
yang dilakukan di depan sidang pengadilan hukumnya wajib.

Kata kunci: Iddah Cerai Talak, Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen
dan Ulama Kecamatan Kajen Kaupaten Pekalongan,
Perbandingan Hukum



ABSTRACK

Iddah is a waiting period for a woman after being left by her husband,
either by death or divorce. There are differences in the determination of the iddah
period for divorce outside of court between the judges of the Kajen Religious
Court and the scholars of Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency. The iddah for
divorce outside of court according to the judges of the Kajen Religious Court
refers to Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Article 39 of
the Marriage Law. Meanwhile, the iddah for divorce outside the court session
according to the scholars of Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency, is based on
the classical figh book which uses the Qur'anic texts as evidence in determining
the laws relating to divorce. The purpose of the study is to analyze the comparison
of the opinions of the judges of the Kajen Religious Court and the scholars of
Kajen Subdistrict, Pekalongan Regency on the issue of the iddah of divorce
outside the court session.

The type of research conducted by the author is field research using an
empirical juridical approach. This research uses primary data sources obtained
from scholars and judges using observation, interview and documentation
techniques. Secondary data used are books, journals, previous research related to
the theme and selected by documentation techniques. While the data is analyzed
with data collection techniques, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of this study use three kinds of legal comparisons, namely;
first, epistemological comparison that the judge of the Kajen Religious Court puts
burhani reasoning by looking at the maslahah and mudhorot that will be received.
Whereas in the opinion of the ulama of Kajen Subdistrict, the subjectivity of the
opinion is based on the hadith of the prophet which explains the commencement
of the iddah for divorce; secondly, the methodological comparison where the
opinion of the judge of the Kajen Religious Court puts the source of material law
in the form of the Law, the compilation of Islamic law, and jurisprudence in
conveying his opinion. Meanwhile, the opinion of the ulama of Kajen Subdistrict
puts the figh books to be used as a source of reference as well as the opinions of
the mujtahids and scholars of the mazhab in expressing their opinion on the
commencement of the iddah for divorce; third, the substantive comparison is that
divorce carried out in front of a court session is obligatory. When the pledge is
made in front of a court, a divorce occurs after the pledge is made and the iddah
period takes effect after the pledge.

Keywords: Iddah for Divorce, Opinions of Judges of Kajen Religious Court

and Scholars of Kajen Sub-district, Pekalongan Regency,
Comparative Law
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani
masa iddah. Iddah merupakan akibat hukum bagi perempuan yang putus
hubungan perkawinan dengan suaminya baik karena ditalaq atau ditinggal
mati suaminya. Kewajiban iddah merupakan perintan Allah yang
dibebankan kepada perempuan.' Iddah hukumnya wajib berdasar pada

ketentuan dalam surah Al-Bagarah ayat 228, yaitu:
¢ 38 B (el (a5 Sl
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru’.”

Ketentuan iddah di dalam kitab fikih tidak pernah disebutkan bahwa
jatuhnya talak itu manakala dijatuhkan di sidang pengadilan. Talak dalam
Islam hukumnya sah walaupun hanya dengan ucapan tanpa melalui
proses persidangan dan ketika seorang suami mengucapkan talak maka
pada saat itu juga wanita mulai beriddah. Sedangkan di dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat 1 yang di dalamnya
menjelaskan bahwa: “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Selanjutnya dalam Pasal

1 Muhammad Daud Ali, "Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan’, cet 6,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Pelajar), h 125



40 ayat 1 telah dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan
kepada Pengadilan Agama. Perceraian yang dimaksud di dalam Undang-
Undang tersebut yaitu cerai talak dan cerai gugat.?

Terlepas dari persoalan di atas, penting dan menarik untuk
mengkaji permasalahan iddah cerai talak. Topik ini dianggap penting
untuk dikaji karena adanya perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama
dan ulama terkait iddah cerai talak di luar sidang Pengadilan. Maka
penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan
Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kajen dan Ulama Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan Tentang Iddah Cerai Talak di Luar

Sidang Pengadilan”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kajen dan ulama
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang iddah cerai talak di

luar sidang pengadilan?

2Fikri, Saidah, Aris, dkk, “Kontektualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 19,

Nomor 1, Tahun 2019, 152.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
1) Untuk mengetahui perbandingan pendapat hakim Pengadilan
Agama Kajen dan ulama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
tentang iddah cerai talak di luar sidang pengadilan.
2. Kegunaan Penelitian
a. Keguanaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa mengembangkan dan
memperdalam khazanah di bidang keilmuan serta memberikan
kontribusi sebagai bahan untuk mereka yang akan mengadakan
penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi masyarakat
akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
serta pemahaman tentang penetapan masa iddah terhadap istri yang
dicerai talak dan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat
praktis sehingga dapat diambil hikmahnya dan diamalkan dalam

kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang relevan merupakan penelusuran pustaka yang
berupa buku, hasil penelitian, karya ilmiah, atau sumber lain yang

dijadikan peneliti sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian



yang penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu. Untuk menghindari
dari plagiasi, sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah membaca
beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan diatas,
diantaranya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Purnama Siddik dengan
judul: “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam
(Studi di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare)”, penelitian ini
menjelaskan tentang penetapan masa iddah setelah terjadinya perceraian
antara suami dan istri menurut hukum Islam yang dilakukan di Kecamatan
Bacukiki Barat Kota Pare-Pare. Penentuan awal masa iddah tergantung
pada kondisi seorang wanita saat perceraian terjadi sedang haid atau tidak.
Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI, iddah dihitung sejak
penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan
menurut Pengadilan Agama Pare-Pare bahwa Pengadilan Agama hanya
bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Adapun dengan
penentuan masa iddah, hakim Pengadilan Agama hanya memberikan
nasihat agar seorang termohon dan pemohon atau tergugat dan penggugat
menjalankan masa iddahnya sebelum menikah kembali dengan orang lain
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.®

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas

mengenai masa iddah, namun skripsi tersebut menggunakan studi

3Wahyu Purnama Siddik, “Penetapan Masa Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bacukiki Barat

Kota Pare-Pare)” Skripsi studi Ahwal Syakhsiyah, (Parepare: IAIN Parepare, 2018)



lapangan di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare. Sedangkan
penelitian penulis hendak menggunakan studi lapangan di Kecamatan
Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Munasir dengan judul: “Penetapan
Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab
Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”, menjelaskan
tentang permasalahan kapan dimulainya masa iddah bagi wanita yang
dicerai oleh suaminya. Terdapat perbedaan ketentuan antara pendapat
empat Imam Mazhab Fikih dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan di Indonesia. Adanya dualisme norma tersebut maka terjadi
permasalahan.*

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas
mengenai masa iddah. Pada penelitian ini membahas dalam perspektif
Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka
Raya, sedangkan penelitian penulis hendak membahas dalam perspektif
ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Penelitian yang dilakukan oleh Musda Asmara dan Reti Andira
dengan judul: “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif
Maslahah Mursalah”, menjelaskan bahwa dalam fikih klasik, jumhur
ulama berpendapat bahwa hak talak mutlak pada suami. Hal ini jauh

berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

4 Munasir, “Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan

Agama Kota Palangka Raya” Skripsi studi Ahwal Syakhsiyah, (Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2014)



(KHI) yang sangat bertolak belakang dengan konsep fikih klasik, dimana
ketika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak itu
sudah jatuh dan sah baik di ucapkan secara sindiran maupun secara
langsung.®

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan vyaitu
membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini berfokus pada urgensi
talak di depan sidang pengadilan perspektif maslahah mursalah, sedangkan
penelitian penulis membahas penetapan masa iddah cerai talak dengan
menggunakan kerangka teori perbandingan hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridho Akbar Yurisdiansyah dengan
judul: “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di
Pengadilan Agama Kota Malang)”, penelitian ini menjelaskan tentang
pandangan Hakim Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal
masa  iddah dan keterkaitannya ~ pada  perkara Nomor
0490/PDT.G/2016/PA. Mlg yang dalam putusannya menghasilkan akta
cerai yang tanggal keluarnya tidak bertepatan dengan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Simpulan dari skripsi ini yaitu, Hakim
Pengadilan Agama Malang dalam menentukan awal masa iddah
menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi

Hukum Islam. Perhitungan awal masa iddah untuk cerai talak sejak

5 Musda Asmara dan Reti Andira, “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah”, Jurnal Hukum

Islam, Vol. 3, No. 2, (Juni : 2018)



pembacaan ikrar talak, sedangkan gugat sejak putusan telah mempunyai
hukum tetap.®

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu
membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini hanya menggunakan
pandangan Hakim saja, sedangkan penulis juga menggunakan pandangan
ulama setempat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Holik dan Siti Lunfiah dengan
judul: “Awal Masa Iddah Cerai Hidup Perspektif Maslahah”, penelitian ini
menjelaskan tentang perbedaan dimulainya masa iddah dalam hukum
Islam dan hukum positif yang dampaknya begitu signifikan. Dalam hukum
positif, masa iddah harus menunggu jatuhnya putusan bagi cerai gugat dan
pembacaan ikrar talak bagi permohonan cerai talak. Aturan tersebut
mengakibatkan panjangnya masa iddah ketika aturan hukum Islam
dianggap sah dan secara administratif yang berkekuatan hukum harus
mengikuti aturan hukum positif.

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan vyaitu
membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini membahas awal masa
iddah cerai hidup dalam perspektif maslahah, sedangkan penelitian penulis
membahas penetapan masa iddah cerai talak dalam perspektif ulama dan

hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

6 Ridho Akbar Yurisdiansyah, “Pandangan Hakim tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi di Pengadilan Agama Kota
Malang)’’, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 3, (Desember : 2019)
7 Abd. Holik dan Siti Lunfiah, “Awal Masa iddah Cerai Hidup Perspektif Maslahah”, Jurnal Ilmu Syariah, Volume 3, Nomor 1,

(Januari: 2022)



Penelitian yang dilakukan oleh Henderi Kusmidi dengan judul:
“Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”. Penelitian ini
menjelaskan tentang hikmah iddah wanita yang ditinggal suaminya
meninggal sebagai keteraturan hidup serta penegasan apakah rahim wanita
itu masih terkandung benih janin atau tidak, sehingga nasab anak tidak
kacau. Iddah juga memberikan kesempatan bagi suami yang ingin rujuk
dengan istrinya dan sadar akan keterlanjurannya yang membabi buta.
Iddah merupakan belas kasih Allah SWT Kkepada manusia agar
mensyukuri nikmatnya bersuami atau beristri, sehingga bisa menghidari
penceraian.®

Pada penelitian tersebut memiliki sebuah persamaan vyaitu
membahas mengenai masa iddah. Penelitian ini membahas konsep iddah
dalam pernikahan, sedangkan penelitian penulis membahas penetapan
masa iddah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Rezky Amir dengan judul:
“Iddah (Tinjauvan Fiqih Keluarga Muslim)”. Penelitian ini menjelaskan
tentang kemauan dalam menaati aturan iddah yang mencerminkan tentang
ketaatan dan kemauan yang di dalamnya mengandung nilai ta’abbudi.
Bagi orang yang menjalankan iddah akan mendapatkan pahala dan akan

mendapatkan dosa jika melanggarnya.’

8 Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan”, Jurnal Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 4, Nomor
1, (2017)
9 Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Figih Keluarga Muslim)”, Jurnal Al Mau’izhah, Volume 1, Nomor 1, (September:

2018)



Pada penelitian tersebut memiliki

sebuah persamaan yaitu

membahas mengenai masa iddah. Penelitian tersebut membahas iddah

dalam tinjuan figih keluarga muslim, sedangkan penulis dalam perspektif

Ulama dan Hakim.

Menurut penulis, kajian-kajian di atas (jurnal dan skripsi) memiliki

persamaan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu membahas masa

iddah cerai talak. Penulis berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah

ada dengan mengupas secara menyeluruh mengenai peetapan masa iddah

cerai talak dalam perspektif Ulama yang berdomisili di Kecamatan Kajen

dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan

1 Penetapan Masa Iddah | Iddah disebabkan | Lokasi penelitian
Pasca Perceraian | cerai di Kecamatan
Perspektif Hukum Bacukiki Barat
Islam (Studi di Kota Pare-Pare
Kecamatan Bacukiki

Barat Kota Pare-Pare)
oleh Wahyu Purnama
Siddik

2 Penetapan Masa Iddah | Cakupan Penelitian tersebut
Wanita yang Dicerai | pembahasan berfokus pada
dalam Perspektif | tentang penetapan | Empat Imam
Empat Imam Mazhab | masa iddah wanita | Madzhab  Fikih
Fikih dan  Hakim | yang dicerai. dan Hakim,
Pengadilan ~ Agama sedangkan penulis
Kota Palangka Raya dalam perspektif
oleh Munasir Ulama dan Hakim.

3 Urgensi Talak Di | Membahas cerai | Penelitian tersebut
Depan Sidang | talak menggunakan
Pengadilan Perspektif kerangka teori
Maslahah ~ Mursalah maslahah
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oleh Musda Asmara

dan Reti Andira.

mursalah,
sedangkan penulis
menggunakan
teori perbandingan
hukum antara
pendapat Ulama
dan Hakim.

Pandangan
tentang

Awal Masa

Hakim
Penentuan

Iddah

(Studi di Pengadilan
Agama Kota Malang)

oleh  Ridho
Yurisdiansyah

Akbar

Membahas
penentuan
masa iddah

awal

Penelitian tersebut
hanya
menggunakan
pandangan Hakim
saja,  sedangkan
penulis juga
menggunakan
pandangan ulama
setempat.

Awal Masa
Cerai

Perspektif

Iddah

Hidup
Maslahah

oleh Abd. Holik dan

Siti Lunfiah

Membahas

awal

masa iddah cerai

hidup

Penelitian tersebut
membahas  awal
masa iddah cerai
hidup dalam
perspektif
maslahah,
sedangkan
penelitian penulis
membahas
penetapan  masa
iddah cerai talak
dalam  perspektif
ulama dan hakim
di Kecamatan
Kajen Kabupaten
Pekalongan.

Reaktualisasi
Iddah
Pernikahan
Henderi Kusmidi

Konsep
dalam

oleh

Iddah
perceraian

karena

Penelitian tersebut
membahas tentang
konsep iddah
dalam pernikahan,
sedangkan
penelitian penulis
membahas
penetapan
iddah.

masa
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7 Iddah (Tinjauan Figih
Keluarga Muslim)
oleh Ria Rezky Amir.

Membahas iddah

Penelitian tersebut
membahas iddah
dalam tinjuan
figih keluarga
muslim,

sedangkan penulis
dalam  perspektif
Ulama dan Hakim.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini

penulis  akan

perbandingan hukum, perceraian, iddah.

a. Perspektif

menggunakan  teori

Kata perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) mempunyai makna yaitu, sudut pandang ataupun pandangan.

Menurut Joel M Charon mendefinisikan perspektif sebagai kerangka

konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan

yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan

mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.™

Pendapat Sarlito Wirawan Sarwono yang dikutip oleh Nyayu

Soraya bahwa persepsi merupakan ketrampilan seseorang dalam

menyelenggarakan suatu pengamatan yang meliputi kemampuan

dalam membedakan, mengelompokkan, dan memfokuskan. Sehingga

10 Walies MH, “Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan di Indonesia” (Guepedia, 2022), h. 33.
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seseorang memiliki persepsi yang berbeda walaupun subjeknya
sama.'!

Kesimpulan dari uraian di atas yaitu perspektif diartikan
sebagai cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah
tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami
lingkungan.

b. Perbandingan Hukum
Perbandingan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan
comparative law. Istilah comparative menberikan sifat kepada hukum
(yang dibandingkan). Dengan demikian menitikberatkan kepada segi
perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya.'? Perbandingan
hukum bukan termasuk dalam kategori hukum perdata, hukum pidana,
hukum tata negara dan sebagainya.*®

Menurut Soerjono Soekanto perbandingan hukum memiliki peran

yang sangat penting, yaitu:

1. Memberikan pemahaman tentang persamaan dan perbedaan
antara pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum
perdata;

2. Mempermudah dalam mengadakan keseragaman hukum atau

unifikasi, kepastian hukum, dan kesederhanaan hukum;

11 Nyayu Soraya, “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas
llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang”, Tadrib, Vol. 4, No. 1, (2018): 186.
12 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1990), h 3

13 Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum (Bandung: Melati, 1989), h. 131
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3. Memberikan pedoman atau pegangan tentang keragaman
hukum yang harus ditetapkan;

4. Memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah
yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-
angsur demi integrasi masyarakat;

5. Memecahkan masalah-masalah hukum secara adil dan tetap
bukan hanya menemukan persamaan dan perbedaannya;

6. Memberikan kemungkinan untuk mengadakan pendekatan
fungsional, yaitu pendekatan dari sudut masalah hukum yang
dihadapi dengan terlebih dahulu menemukan hakikatnya;

7. Bermanfaat bagi pelaksanaan pembaharuan hukum;

8. Memperluas kemampuan dalam memahami sistem hukum yang

ada serta penegakan hukum yang adil dan tepat.**

Macam-macam Perbandingan Hukum

a. Perbandingan Epistemologi

Perbandingan epistimologi yaitu kemampuan untuk
melakukan perbandingan yang sedemikian rupa sehingga mampu
menghasilkan suatu pengetahuan baru yang valid. Pendekatan ini
bertujuan untuk pemahaman terhadap hukum menjadi lebih baik
lagi. Perbandingan hukum yang dilakukan dengan pendekatan yang

idealis dan modern dapat menghindarkan seseorang dari perangkap

14 Soerjono Soekanto, “Perbandingan Hukum”, (Bandung: Alumni, 1979), h. 61
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substantif hukum. Sebab hukum tidak hanya dilihat dalam
perspektif sempitnya.’®
b. Perbandingan Metodologi

Perbandingan Metodologis yaitu, perbandingan hukum
yang mencondong kepada persoalan teknis dari perbandingan
tersebut.  Perbandingan metodologis ini  bertujuan  untuk
perbandingan hukum secara luas yang dapat bermuara pada
peningkatan pengetahuan tentang hukum dan bagaimana
mengaplikasikannya dalam konteks tertentu.*®
c. Perbandingan Substantif

Perbandingan substantif yaitu, perbandingan yang isinya
berhubungan dengan subyek inti dari suatu perbandingan. Dengan
kata lain, apa yang diperbandingkan merupakan substansi dari
kajian tersebut. *’

Dari uraian di atas, penulis membandingkan aturan hukum Islam dan
hukum positif mengenai masa iddah cerai talak khususnya praktik cerai
talak di luar pengadilan. Perbandingan hukum ini digunakan untuk
membandingkan pandangan antara ulama dan hakim tentang masa iddah
cerai talak, khususnya untuk cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan

Agama. Terdapat perbedaan masa iddah antara hukum Islam dan hukum

15 Ratno Lukito “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022, h
261.

16 Ratno Lukito “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022,
h. 271.

17 Ratno Lukito “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2022,
h. 276.
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positif, sehingga terjadi perbedaan pandangan antara ulama dan hakim
mengenai iddah mana yang harus diterapkan dalam praktik cerai talak

yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan proses dalam mencari suatu kebenaran yang
menghasilkan dalil atau hukum.'® Adapun metode yang akan digunakan
dalam penelitian ini:
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan
jenis penelitian lapangan (Fiel research). Dalam memperoleh
informasi, peneliti ikut serta ke lapangan.'® Jenis penelitian ini
yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi
kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara
memahami realitas sosial yang dilakukan terhadap kondisi ilmiah
dan bersifat penemuan.”® Penelitian kualitatif berupa mengatur,
mengurutkan,  mengelompokkan, memberikan kode dan
mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data

bertujuan untuk menemukan tema dan hipotesis kerja.

18 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 39
19 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian, (Malang: UIN

Malang Press, 2010), 157

% Mamik, Metodologi Kualitatif, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h 3
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2. Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan. Argumentasinya yaitu: 1) Kecamatan
Kajen termasuk salah satu Kecamatan yang kasus perceraiannya
tinggi di Kabupaten Pekalongan; dan 2) Banyak pondok pesantren
yang tersebar di Kecamatan Kajen.
3. Sumber Data
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumber pertama.? Hasil dari data primer berupa hasil
wawancara dengan informan. Peneliti mewawancarai beberapa
ulama yang memiliki pondok pesantren di Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini peneliti mengambil 3
ulama berdasarkan bidang pendidikan dan dua hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

c. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan
dengan melakukan penelitian berdasarkan sumber-sumber yang
telah ada.”? Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

21 Aminuddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Peneitian Hukum, h 30

22 Hamid Hasan, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h 19
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sebagainya, yang terdiri dari laporan kasus cerai talak di
Kecamatan Kajen, pendapat ulama Kajen, pendapat hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan terhadap penetapan

masa iddah cerai talak.
4. Teknik Pengumpulan Informasi dan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan

yaitu :

a. Wawancara
Wawancara diidentikkan sebagai percakapan tatap muka
(face to face), di mana salah satu dari mereka menggali informasi
dari lawan bicaranya.?® Dalam penelitian ini akan wawancara dengan
ulama dan hakim tentang masa iddah cerai talak. Adapun informan
di sini tiga ulama yang memiliki pondok pesantren dengan
berdomisili di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan dua

hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi
Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan
dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal ini penulis
membaca, mempelajari, menelaah literatur yang diberkaitan dengan
masa iddah cerai talak dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengutip, mencatat pada

23 R. A. Fadhallah, “Wawancara”, (Jakarta: UNJ Press, 2021), h 1
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dokumen-dokumen, tulisan atau catatan tertentu yang berisi bukti
atau informasi terhadap masalah yang penulis teliti.?*
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Penulis menggunakan teknik pengecekan keabsahan data
Triangulasi. Macam-macam tringulasi yaitu:
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber yaitu keabsahan data diuji dengan
cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh
pada sumber yang berbeda.®® Pengumpulan data dalam
penelitian ini dilakukan terhadap ulama di Kecamatan Kajen
dan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan.
b. Tringulasi Teknik
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk
mendapatkan data yang terkait. Data yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu tentang penetapan masa iddah cerai talak

dengan menggunakan teknik wawancara kepada narasumber.

225

24 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 27

25 Sigit Hermawan dan Amirullah, “Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif”, (Malang: Media Nusa Creative), h
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6. Teknik Analisis Data
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif interaktif.
Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (verifikasi).
a. Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar
yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.® Proses reduksi
dilakukan penulis dengan mencari data yang valid. Penulis
memfokuskan pada penetapan masa iddah dalam perspektif ulama
dan hakim.
b. Penyajian Data
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi secara tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan data.’’ Penulis dalam menyajikan data akan
memaparkan pendapat ulama dan hakim dalam penetapan masa
iddah cerai talak di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.
Kemudian disusun secara sistematik sehingga dapat dipahami.
c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Penulis menarik kesimpulan sementara dan didukung dari
data yang sudah didapatkan. Penarikan kesimpulan merupakan

temuan baru yang berupa deskripsi yang objeknya belum jelas

26 Miles, Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.

27 Miles, Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.
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sehingga mudah untuk dipahami.?® Penulis melakukan verifikasi

dengan melakukan pengecekan kembali dari satu informan ke

informan yang lain tentang penetapan masa iddah cerai talak.
8. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penelitian ini disusun
menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan: pada bab ini berisi perndahuluan yang
memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB Il Landasan Teori: pada bab ini menguraikan gambaran
umum tentang iddah cerai talak, perspektif dan perbandingan hukum.

BAB Ill Hasil Penelitian: pada bab ini akan membahas pandangan
ulama dan hakim di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang
masa iddah cerai talak.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian: bab ini merupakan bab inti,
yang memaparkan tentang hasil analisis penelitian sesuai dengan rumusan
masalah yang sudah ditentukan yaitu mengenai perbandimgan masa iddah
perspektif ulama dan hakim.

BAB V Penutup: menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan

dalam bab-bab sebelumnya berupa simpulan dan saran.

28 Miles, Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h 16.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Iddah cerai talak menurut hakim Pengadilan Agama Kajen yang
merujuk pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39
Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan
di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Hal tersebut bertujuan agar
mendapatkan kepastian hukum dan menghindar dari kedhaliman bagi
istri dan anak. Iddah cerai talak menurut ulama Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan bersumber dari fikih klasik dimulai setelah
suami mengucapkan talak, sehingga talak yang diucapkan oleh suami
dimanapun otomatis akan jatuh. Para ulama menjadikan nash-nash Al-
Qur’an sebagai dalil dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan

dengan talak.

B. Saran
Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan yang

berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:
1. Skripsi ini diharapkan memberikan sebuah sumbangan pikiran yang
secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum, khususnya

tentang perbandingan masa iddah cerai talak dengan khazanah
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perundang-undangan umum maupun Islam sehingga menjadi
bangunan teoritis yang dapat dikembangkan secara akademis.

Untuk mencegah perbedaan penetapan masa iddah dalam praktik
cerai talak di luar sidang pengadilan, maka diperlukan sosialisasi
kembali tentang ketentuan perceraian melalui pengadilan. Sehingga

tidak ada praktik cerai talak di luar sidang pengadilan.
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